075‘

:g@ | E&T’E‘E&N H@K@M'EN 3 Nmm

galgh sat kegmian pokak pertambaﬁgan mmyak
kepaﬁa pzimk swastz, Initercermin dalam: Keppres.'
42 -dan- iU-kdigns, “yang. kendati ”dﬂaksanskan

Perusahaan Megars”  teiapi - Pemeriniah . ‘dapat -
menumuh pibak . lain - sebagal kﬂmra}xwr bagi .
PERTAMINA. Persoaiannya adalal bukan karensa . _
s2Cars te%ms ?RRE‘AMENA tidak “dapat me?akf )
sanokan pekerjaan- pekerjaan tersebul, tetapi

karena ia ingin terbebas dari beban biaya bagi

peﬁoeperasnan maupun baga gs:arhsapasx saham.

Peﬂdahuluan

Punia perminyakan seperti yang d1geiut1 oleh PERTAMINA mehpun
kegxatan-kegman pokok sebagal berlkut vhaln
~reksplorasi; i :
— ekspimiasx 2 :
— 'pemurnian dan’ pengolahan
—pengankutan; dan :
—:penjualan:t

Senap keglatan uiama tersebut Juga memihki sub—kegaatan lain lagi atau
iazxrn dlsebui sektor penunjang Jadi tampak luasnya cakupan b}dang
permznyakau dan dengan cEermklan maka kontrak»kontrak permmyai\an 3uca
dapat bermam d1amara Reberbagalan tersebut,

sz

Bertolak dari uraian di atas'maka saya memberamkan diri memnilih’ bzdang' o

baru yang ‘sekarang ini sedang’ dlkampanyckan pemermtah ‘vaity bxdang
pemurnian dan pengolahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden
No. 42 Tahun 1989 tentang Kerjasama PERTAMINA dan Badan Usaha
Swasta dalin '{}saha Pemurnian dan Pengoiahan Minyak dan Gas Bumi
(selanj utnya disebut Keppres 42) Pilihan 1 ml saya kira amat tepai mengmgat

#y Dlsampa;kan dalam seminar éan lokakarya ”Negomasr dan Koatrak Permmyakan PERTAMINA-
Fakultas Hukum UNWERSITAS INDONESIA, Jakarta 26-30 Jum i990

1. Pasald Undang-unéang ne.44 tahun i%ﬁwmang Penambangan Finyak dan Gas Bumi ("UU Migas");

a1 TLE e . 1 e emve m b e ehemee
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: emafaskan "dereguiasa

dta pada periemuan inig gambamn di aias 1 ‘nenun-_
enanganan kegiatan utama partambangan mmyak

MIMA sebagaz":pem:egang saham.

b Bekatang i ini kemampuan dana danpengalaman swasta serta keandalan
potensi pasar internasional telah mendorong Pemerintah untuk menyerah-
kan kegiatan pemurnian dan pengolahan yang merupakan salah satu kegiat-
an pokok pertambangan minyak kepada pihak swasta. Inilah vang tampak
dalam pertimbangan Keppres 42. Inipun sejalan dengan Ull-Migasvang biar-
pun mengaiakan bahwa usaha penambangzn minyak - "dilaksanakan oleh
Perusahaan Negara semata-mata”?, tetapi Pemerintab dapat menunjuk
pihak lain sebagal kontrakicr untuk PERTAMINA apabila diperfukan dan
meliputi peker}aan—peker]aan yang bdum atau ndak dapai dxlaksanakan Sen~
diri oleh. Perusabaan Negara vang bersangkumn ! Masaiahﬂya kini buxan '
karena secara teknis ?ﬁRTWINA belum aran, ndax dapat mﬂiaksaﬂakan
pekerjaan—pekerjaan hilir tersebut atapi karena PERTAMENA mgm terbe—
bas dari pengeluaran blaya baxk untuk operam s\.ﬂdm maupun untuk parti-
sipasi saham dalam PT patunvan” B

i_alu kenapa rencana ker;asama ma tidak dltuangkan m:e]aim model PSC
yanﬂ sudah membaku‘? Menumt Direkmr Jenderal Minyak dan. Gas Bumi
dalam "First. Semmar ?eiroieum & Mmmg chart" 1988, PSL tidak dapal

::iimmpkaﬁ pada usaha—usaha pemurman dan pmngoiahaﬂ Iantaran adanya
perbadaan dalam’ safai usaha um.ha yd.ng memhﬁlr iy F:) meﬁyarikan zde—

2. Embassy of the United State of America, Jakarza, The Petroleum Report indonesia, Okiober 1989,



i _.':'gde"' 'okok "(”basm deas

”)'f.yana __terkandung dalam Keppres 42 sebaga;

Nature and Structure: of Cooperaﬂon :
_ . Coopcratmn e
. -.Ob;ectzve of. Cooperanon
' Right ‘and Obligation of the Parties; SRR
o Nafure of Products and’its Relation to.the. National. Intersst;
o1 Tax Regulation: by the Mimster of Fmance S

\ emang -_PSC adalah wadah untuk menampunc hal~hal yang mendasar. R
ai i)ldang permmyakan karena itu iasengaja disebut:dalam satu undang:
undang HaI»hai mendasar AL anzara lain berhubungan dengan.status sumber
'daya mmyak sebagax bagxan sumber daya alam yang secara konsmusxonai_- '
dikuasai-oleh: \iegara dan Pertamina dipercayakan untuk menguasai seluruh
W]layah Kuasa Pertambangan (umﬂk ‘perminyakan) di wilayah dan dalam
vuridiksi negara Indouesza Se;}ern kita ketahui PSC b;asanya dlmulal dengan o
premis, sepern m1 RN S BT ;

WHEREAS PERTAMINA mshes to promote the deveiopmem of
-.the Contraci Area and (CONTRACTOR J.desires to join and assists

PER TAMINA in accelaration the: exploration and development of -
rhe potenﬂa] Tesources, w1thm zhe Contract Area :

Dlsampmg mi PSC mengikat plhak lndone31a daiam ha} ini‘Pertamina
dan pihak asing. Karena itu pula PSC memerlukan perseiujuan Pemerintah
dan bahkan diberitahukan ke DPR. Untuk konirak berdasarkan Keppres 42
cukup. dzperiukan persetujuan dari- Bewan Komisaris. Pemermtah untuk
PERTAMINA [Keppres 42, pasal 21

- Kekhasan sifat usaba permnurnian dan pengolahan mmyak dan gas bumi
nampak dari Keppres 42, yang kemudian diikuti-dengan Peraturan Menteri
Penambangan dan:Energi No. 03P/39/M.PE/1989 ("Permen 03P")*. Pola
dasar kerjasama itu adalah Badan Usaha Swasta ("SWASTA") membangun
kilang pemurnian dan pengolahan:minyak dan gas-bumi, mengoperasikan
kilang tersebut dan pada akhxmya menyerahkannyva kepada PERTAMINAS,
Tldak Iain i Jini adalah- Semacam poia Buxld Operate and T ransfer (”BOT”)

Pembenmkan Baﬂan Usaha Swasia

Jadx akan dmeriukan model kamraL baru bagi ker;asama antara
PERTAMINA dan SWASTA, vang dapat merupakan PT biasa maupun PT-

4. Tentang Pedoan da.n Syarat—syara: Kerjasama PERTAMIMA dan Badan Usaha Swasta cisz&am Usaiua :
Pemumzan dan Pengoiahan Minyak dan Gas . Bumi. '

5 Docal 1 f1) Fanmreg A% noenl € 713 dar 7 Toerie % o . 25
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' PMA Sebelum masuk: kepada:masalah kontrak itu sendiri dalam Bab ini: akan |

iebik dulu dibahas masalah pembentukan SWASTA, dalam hal ini Khusts
yang PT-PMA. Menurut Keppres 42 (pasal 3} pembentukannya dilakukan
berdasarkan Undang-Undang No:} Tahun 1967 tentang’ Denanaman Modaj
AsingS. Namun, Permen 03P menambahkan beberapa pesan dan yang pen-
ting diantaranya mengatakan y S

{a} SWASTA nasmnai mengadakan i jomt agreement & (maksudny& saya kira
“joint venture: agreement’y/ T VA”) yang d1dalamnya memuat keterangan

tentang bonaﬂdxias mu;ra asmg sepem permodalan kemampuan tekﬁologz

sdanitenaga ahliz: dan:-

(b) komposisi: saham:. mztra namonal memllakx sekuranc—kuraagnya 20%

sa han; {pasai 2)

Dikaltkan de&gan peﬂgaturan investasi-yang: ada khususnya dalam
kenteks deregulam beberapa hal ”periu mendapat pencamazan” :

—_ Program dl\-’@SLaS! (”dwestment”) Tu:iak jelas apakah PT-PMA ini kelak
akan dikenai kewajiban divestasi, sehingga dalam jangka waktu tertentu
(paling lambat:15 tahun), komposisi sahamsudah harus berubah menjadi

-uissekurang-kurangnya 51%:: 41% untuk: pemodal nasional:-- seperti hal-

-« nya-dengan proyek-proyek 'investasi BKPM? yang‘lain. Dalam proyvek
kerjasama ini, seandainyapun tidak ada kewajiban divestasi, toh kilang
vang akan dibangun oleh SWASTA dan kemudian dioperasikannya itu

wipada dkhirnva akan d;serahk'm kepada PERTAMENA (hhat pembahasan

onpada Bab 115, - '

< -Fasilitas investasi: D;kaitkan dengan Persetujuan Preszden k1ta asumsi-

‘kan:PT-PMA ini akan mendapat fasilitas, termasuk pembebasan bea-

masuk atas barang-barang yang diimpor-dalam-rangka pendirian PT-

- PMA. Mungkinkah Pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan

pemberian keringanan/penangguhan atas PPN-Impor barang-barang ter-

sebui sebagaimana dilakukan terhadap kegiatan . usaha tertentu serta
-barang-barang uniik keperluan industri yang dianggap strategis ?

— Kandungan JVA. Dokumen ini merupakan pijakan dasar lembaga mitra

' lokal dan perusahaan asing dalam pembentukan PT-PMA; Klausa-klausa:

yang terdapat‘dalam JVA-memerlukan perhatian yang komprehensif.

— Jangka waktu. Biasanya persetujuan Presiden untuk proyek-proyek PMA
diberikan untuk jangka waktu-30 (tiga-puluh) tahun; kecvali‘apabila di-
perpanjang; ini perfu diperhatikan dalam hubungan dengan jangka waktu

. kKerjasama antara PT-PhIA ini dengan PERTAMINA Lkelak. '

6. LN Rl No. i Tahun 1967, TLN RI No. 2818 {sebagaimana yang diubah dan ditambah)
7. Program divesiment juga tidak jelas dalam PMaA d; sekz or i{cuangan seperti Icmbaga kenangan: leasmg

L I e - R . ST S -1
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'Seteiah melewau iahap pembentukan PT yang diciasan atas kontrak :

_'.__‘am‘ara perusahaan-perusahaan pend;rmya “miaka kini kita Fasuki tahap
;;kerjasamanva yalty PERTAMINA dan SWASTA. Sepertz ielzh d1sar1§can di -
‘atas Kerjasamaianiara’ FER’I‘AMINA dan’ SWASTA umuk pemarman dan
f_-pengolahan manyak 1;11 mehputl 2 tahap, yaitu o

;5-,;(&) tahap pembangunam kxlang mmyak dan gas bumz dan
__(b) tahap pengopera51annva [Permen 03P pasal 3 (1)}

Secara yundis sebetulnya ada satu tahap Iagl yaltu tahap pengahhan ;
,kﬂang kegada BERTAMINAL .2 : ;

Seyogaanya para pxhak bisa) Iangsung manuangkan kesepakatan mereka
dalam satu kontrak atau perjanjian (selanjutnya disebut “Kontrak”). Tetapi
amengingat kedudukan PERTAMINA sebagm wakil Megara, Kontrak harus
{i).. ‘menjamin’ kepentingan' masional; “serta /(i) meningkatkan : ketahanan
ekonomi: nasmnai :Dalam Permen OSP hali :m dljabarkan antaradain, bahwa
:kergasama tersebut haru' - S R TR R

(1) m znutamakan pencgunaan barang hasxi produks: da.n 3a<a dalam negeri;

; (11) melaksanakan ahh teknoiogl dan program Indonessamsam

;(111) membenkan kesempatan dan pnomas kepada perusaha&n jasa

(w) memmkat}\an ekspor

' (v) memcnuh; kebumhan daiam negers {pasél' 3} A
Prmsm prmsm yang terkandung dalam butir- i:m.m~ d; atas bers;fat makro

sosial ekonomis dan mencerminkan upaya Pemerintah agar amanat UUD 1945

diterapkan secara optimal. Prinsip-prinsip itu juga mencerminkan suasana

aktual lebih-lebih. dalam kaitan dengan, peningkatan-ekspor.,

Seterusnya secara teknis Permen 03P menentukan ketentuan-ketentuan
pokok baik pada tahap pembangunan maupun pada tahap pengoperasian,

(A) Tabap Pembangunan .
{1} Biaya

+ PERTAMINA tidak chbebam biaya pembangunan kilang; semua di-
tanggung SWASTA termasuk pengawasan danrerlnasan nambancunan
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K -_kiiéng serta ‘prasarana‘penunjang yang kemudian harus disetujui PER-
TAMINA. (pasal 6 butir 2 dan 3).

Ketentuan ini-merupakan ketentuan terpokok keriasama, karena

.;'..-".dieizzi PERTAMINA_ tidak mengeluarkan dana, seperti halnyz pada PSC
oyang standar Walau de'mkian kedua belah plh&r{ berkepentingan untuj

‘menyepakati total biava pembangunan sebagaiinvestasi SWAST A untik

selanjutya diperhitungkan dengan kemungkmam jangka wakiu’ penﬂope- B

iraman ‘komersial,

' Beberapa aspek yang akan berkembang dan faktor biaya ini }eiinh

’ kﬁrang &daiah

G (i) Defm151 Proyek Perln kesepakatan kedua belah pihak hmgga ‘sampai

tingkat apa kilang itu akan dibangsm Swasta harus yaﬁcm bahwa
.-“,proyek itu. ciapat memben untung

ST Rencana kerja dan pemblayaan SWASTA membuat rencana kerja

-‘untuk kemudian disetujub PERTAMINA. Termasuk di sini adalah

.+ i penilaian kapasitas; serta kemungkinan potensi pasar. Jugaakan ter-

.(2)...

gambar aspek pembiayaan yang berwujud (z) pengeluarari dan (b)
sumber pembiayaan. Dapat dipastikan keterlibatan- pihak bank

. dalam proyek ini, dan dalam hal demikian bank akan memerlukan
jaminan. Pada gzhrannya aspek ini-akan ‘merujuk kepada sistem
jaminan. Misalnya kredit pembangunan, yang lazim dikenal dapat
diterapkan pada tahap peiaksanaan pembangunan. Kemudian kre-

<dit untuk pengoperasian. Yang menjadi soal adalah penentuan titel
kilang. Barangkali kredit semacam itu dapat dilakukan SWASTA
dengan sepengetahuan atau endorsement PERTAMINA.

- (iii) Biayayang akan diganti. Macam biaya yang dikeluarkan SWASTA

vang dapat diganti (recoverable);:tetapi aspekini hanya relevan ka-
_lau PERTAMINA xkut dalam manajemen pengoperas;an

ngkup Keglatan

SWASTA bertanggung gawab atas pe!aksanaan pembangunan

: kxlang, yang mehputx antara }am

— survel dan studi ke[ayakan;

— rancang bangun dan pekerjaan rekayasa;

-— pengawasan fisik peralatan dan barang-barang;
— pengawasan {isik,

-Rancang banguan dan rekayasa kilang harus disetujui PERTAMI-

Bl A - vrama dinen malabnlan manoauaoan reartie  rormse o Srapenla e e et



a) Bioye

Swasta menanggung seniua biava dalam rangka pengawasan dan
pengoperasian kilang (pasal 7 butir 2). Seperti pada taj nap, pembangun-._-
an, ini merupakan ketentuan terpokok, dan karena itu memeriukan per-
hitungan yang amat cermat. Secara muiatis mutandzs komeniar pada.
tahap pembangunan beriaku untik iahap i,

“Jangka waktu kerja sama diserahkan pada kesepakatan para pihak

\ {paqdl 4). J angka waktu merupakan salah satu unsur terpekoi\ Sebagai-

tukan kemungkman layah (mas;ble) nya ini.

' =PER’I‘?—&MH“*fm "er _pcﬁtmoan agar setelah diserahiaan kilang tersebut
_masih mempuny_a] mial Mas*ﬁah ini juga bcrkaltan erat dengan perhi-

tungan total nilal mves{asx Sepem teiah d;smggung pada Bab il apabila

: SWASTA adalah PT-PMA, maka jangka waktu untuk kerja.sama harus ..

3y

_ _memperhatakan Rersetmuan Presxden atas proyek mvestaSJ SWASTA
' te;sebut . _ C .. .

Lingkup ke'giaéz'anj”

SWASTA mengoperasikan kilang untuk mendapatkan hasii minyak.

“dan’ gas bumi, serta produk- produk petrokimla baik untuk kepﬂntingan

ekspor maupun suplai dalam negeri; PERTAMINA melakukan peng-’
awasan dan pemonitoran atas pengoperasian kilang (pasal 7 butir 6 dan 1).
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Satu hal penting yang perlu diperhatikan SWASTA adalah’ hak

'_":'_Z_mtervenm Pemermtah dalam hal tidak terpenuhinya kebutuhan BBM di
~“dalam negerz oleh kllang PERTAMINA (pasai 7 butir 4). Namun harga
"yang ditetapkan adalah harga pasaran iniernasional. Ini adalah keten-

@

tuan pokok vang sah sesuai dengan status konstitusional sumber daya
alam,

_ Eengaﬁi}an kamrak

- SWASTA dapat mengahhkan sebaglan atau selnruh hak dan ke-

' ajlbarinya daiam rangkﬂ kerja’ sama sebagalmaﬁa tertuang dalam

“ Kontrak kepada perusahaan afiliasi atan thak ketiga. Pemberitahuan

'"'“'Htertuha terlebih dahulu disampaikan kepada Menteri Pertambangan dan

Enersi dengan tembuisan kepada PERTAMINA {Dasal 7 butir 5).
Mengingat besarnya investasi SWASTA, pengalihan hak dan ke-
wajiban ini sudah sepantasnya. Namun seyogyanya pengahhau itu baru
dapat dilaksanakan setelah disetujui lebih dulu oleh PERTAMINA, dan
karena itu pernberitahuan logisnya diberikan ke PERTAMINA, dengan

_zembusan ke Memerl Pertambangan dan Energg

5y

Setelah kommk berakhxr 2 '
Seteiah Jangk& waktu k_(_)'ntrak berak_hi;' :
(i) Kilang beralih ke PERTAMINA tanpa sesuaiu pembayaran;
{if} SWASTA terlebih dahulu harus'memenuhi semua kewajiban dan

- melakukan semua tindakan yang diper[u_k_an berdasarkan kontrak.

‘Materi butir () adalah salah satu persoalan utama; dalam skema BOT

yang disinggung pada permulaan makalah materi ini merupakan tahap

ketiga kerjasama, SWASTA berdasarkan perhltungan finansial perusa-

. haan mestinya telah puas atas hasil kilang selama dioperasikannya.

PERTAMINA tentu tidak dalam ‘posisi hanya sekedar menerima
barang bekas, pada akhirnya materi ;m zerpuiang pada kesepa%atan ke-

dua belah pihak.

Ketentuan (ii) menimbulkan pertanyaan: bagaimana dengan ke-
wajiban PERTAMINA. Walau tidak disebut, berdasarkan prisip “mutual
obligation” dalam kontrak, PERTAMINA juga harus berlaku demikian
walaupun kewajiban PERTAMINA tidak materiil.

Selanj utnya ketentuan-ketentuan pokok berikut beriaku baak uniuk tahap
pembangunan maupun tahap pengoperaszan '



- Ketentan . e

an Peraturan Pemermtah :
: ' : an df’gunaxca‘i umuk Operas_
*'Pertambangan Nasional dan Gas Bumi PP 45) :
s Umumnya ada peralatan atau barang yang harus dlsedlakan oieh

: k:ontrakmr dan ada pula yang oleh pemben kerja Ada dua hal yang perlu .~
- diatur dalam Kontrak yaitu : - :

PP 45 menyatakan, barang yang dxgunakan untuk operasi pertam~
bangan minyak ddn gas bumi {atau “Barang Operasi”) "hanya dapat di-
2 Imporuntuk pelaksanaan. usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang
' _'_-:_mehpun ekspiorasz .‘-aeksplmtasz pengﬂangan pengangkutan dan
i ._(1)_:dan 30 ,
| thanya, disini. adalah daiam kaxtan dengan adanya fasili- -
o u. ;_emudahan yang: d1benkan seperti yang kemudian diatur
- dalam KeputusanBersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri
Ixeuangan dan Menteri Perdagangan Nomor : 2618 K/11/M, PE/1985,
;1 947/KMK. 05/1985,. 1068/Kpb/11/85:tanggal 5 Desember 1985 sebagai-
. NAna yang: dinbah dengan, Keputusan Bersama Ketiga menteri tersebut
- :Nomor:: 0266/03/M.PE/1988,.334/KMK. 05/ 1988 63 B/Kpb/II/ 1688
i (seianjutnva disebut” ”Kepber 3 Menteri?j.: :
- Dalam’ KEDbﬁI -3:-Menteri, Barang, Operasa duabarkan menjad; :

: 5--— Barang GoIongan I'yakni Barang Operasi 'yang itidak dipungut Bea
“Masuk, Pajak Pertambahan N}Ial (PPN) Pajak Pengualan atas Ba-
L rang Mewah (PPBM), :

s Barang golongan 11, yakni Barang Operasi vang diimpor berdasar-
 kan'Pasal23: Rechten’ Ordonanne chkenai sebagal Pasa} 23 RO atau
OB (Ordonansx Bea)." : :

ikai 'jan dencan Undang-Undang no 8 Tahun 1971 tentang Per-

.'_f:usahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Ntegam8 (UU-Pertamina)

- pasal 15 butir d, maka i xmportasa Barang Golonuan I dibebaskan dari bea

_'masuk atau lebin tepat dmmcia pembayaran bea masuknya sejauh barang

. itu masih d}pergunakan Apabtla telah selesai dlpergunakan maka per-

_alatan tersebut ‘harus diekspor kembah atau tetap. dxpakai di da}am negen
asalkan bea—masuknya dilunasi. '_ _

Yang masih menjadi daerah remang remang (”grey areas”) ada]ah

. bagaimana memberlakukan PP No. 45 untuk  barang Bolornigan 1,

+ sementara Ul Pertamma dalam hubungan pembebasan bea rnasuic nn

BT R DT ML e ’T‘a...".‘.. D g ey e iR
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_ merujuk kepada PSC, sedangkan dalam hal pemurman ‘dan pengolahan
: 'ml-dlperf_runakan bentuk konirak lain. Seperii kita ketahui pembebasan '
.. tersebut ‘adalab. sebagax kompensas1 atas;kewajib n_ PERTAMINA untuk
) ,._memba yar 60%, dari pemenmaan bersih usaha. atas hasxl PSC sebﬂlum
“dibagi antara PERTAMINA dan kontrakior (}?asal 14(1) but}r b dan

. dijo. pasai 15 butir. d).

ad.(b) -

‘Tidak ada penegasan yang jelas tentang, hai mi berbeda dengan kxiang,

dalam PSC, PERTAMINA memiliki ntel atas barang peralatan beg;tu
o barang—barang tersebut masuk daerah pabean ‘Indonesia. ' :

; 'Perpa_]akan i

@y

: ::Swasta wapb membayar Sema JEIHS pa;ak vang ditetapkan oleh
: Menteri Keuangan khusus untuk kerjasama ini setelah mendapat pertim-
bangan dari Menteri Pertambangan dan Energl. Keppres MNo. 42 menya-
j“-'ftakan bahwa pengaturan lebih jaith tentang pajak sehubungan dengan
'ker}asama iniakan diatur oleh Menteri Keuangan setelah’ mendengar per-

_ :mbangan Menter; Pertambangan dan Energl { Keppres No. 42 pasal
<2 (3) I " ¥ 1§
: Pengaturan itu hmgga sekarang belum ada. Namun- s;kap Direkto-
virat Jenderal Pajak {sementara) telah’ dapat dibaca®; yaitu'mereka memu-
" ‘langkan pada prinsip bentdk kontrak: apakah PSC-atau bukan. Berhu-
bung kerjasama ini tidak'tertuang dalam. PSC;'maka menurut:sumber
‘pajaktersebut peraturan perundangan-undangan perpajakan umum yang

% berlaku.. Pikiran .demikian, : sampai- pada. tingkat-itu dapat «diterima
. walaupun ; Keppres -No. 42 jelas. menyatakan behwa kerjasama ini
"sepenuhnya tunduk kepada dan kepadanya diberlakukan seluruh per-
aturan perundang-undangan dibidang pertambangan minvak dan gas

- bumi 4! [pasal 2 (2) 1. Soalnya dalam PSC, seperti tadi telah disinggung,
_terdapat porsi tertentu dari hasil bersih PSC.vang disetorkan oleh PER-
TAMINA kepada negara. Untuk kontrak belum jelas: Namun hal itu
rupanya sedang dlrampungkan oleh inStEmSl 1nstan.~31 yang I\ompeten dan

o bagl Kas nerrara citsatu pxhak daﬁ kepentmgan mezmkat SWASTA di
lain plhak Akan tetapl halau dikaatkan pada skala proyek dem;klan vang
. 'cie;mklan ’Desarnya dan yang mehbatkan berbaﬂal aspek yang Iuas satu

_ undang-undang men;ach mendesak

9. Lihat"maka.lah Drs, Malim?-r (Sekretaris Dil_ien, Pajak), __Detéél' 'Reéﬁiaxién' of Presidential Decree
(FNe #2 Year 1989, dated 4°August 1989 Concerning the Coopération Between PERTAMINA ‘and Private
Coammanies i Davalpnine Indonecizn Procecseine and Befiniane O] and Gas. Iakartz [QRG S 7 77
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Tenaga-ﬁsm g

._Peng unaan tenaﬂa asmg:dzdasarkan pada ketentuan—keten{uan yang o

2 dan 1:_1) Sepemngkat'pengaturan mengeneu Anahsm Mengenaa Dampak :

'_ijgkungan ("AMDAL")! dewasa ini telah efektxf sebagai implemen-
tasi Undang-undang No. 4 tahun 1982: tentang Ketenman ketentuan .
Pokok ?enaeiolaan Lingkungan e

Penwawasan

Pengawasan ataskergasamam; dilakukan oleh Meniéri Pertambang-
an dan Energi (Keppres 42, pasal 6).Terhadap proyek kerjasama ini:
sebenarnya ada dua lapis pengawasan. Pertama, dilakukan oleh Perta-

-~ mina sebagai pihak vang berkontrak dan. ketenman tentang penaawasan
< »itu-melekat (built-in). dalam kontrak. - o

Kedua ‘oleh Menteri'melalni Direkmr J en&eral Mmyak dan Gas buma

_'-':-..(Permen MNo.03, pasal.14). . Harapan akan berhaszinya fungsi pengawas-
.81, oleh. karena itu menjadi.besar - sebab ‘hanya dengan fungsi ini Per-
-laming, akan mendapat hasil yanv bermanfaat dari ker}asama ini.

Keienmannketemuan Standaa‘ Komrak

Sebagal Lambahan atas prms:p prm51p dan }\etentuan keientuan pokoh

tersebut pada Bab IV, maka kontrak perlu memuat ketentuan-ketentuan yang
memang lazim dipakai. Klausa-klausa dalam kontrak.dapat: membuat hals
hal dibawah ini :

{1)

Perasuran pemndang—undangan dan peraturan PERTAMINA

Maten mz mewaﬁbkan swasta untuk mematuhl peraiuran perundang—
undangan yang berlaku datam hal ini d1bzdang pertambangan dan gas

" 'bumi serta pera{uran petumuk dan pedoman yang dari waktu ke waktu

' dapat dlkeluarkan oleh PERTAMINA namun yang tldak boleh berten-

tangan dengan rencana kerja yang telah dxseiujuz

it

. Peraluran Pemermlah No 29 Tahun 1936 (LN RI No 42 Tahur; 1986 TLN R! No 3333)
'LN RI No. 12 Tahun 1982; TLN RI No. 3215.
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(2)

Pembaham Pei&er_gaan _

Dalam tahap %cmsiruks; perubahan pekerjaan acapkali terjadi dan - '
potenszal untuk: memmbuikan sengketa.; .Pada intinya perubahan peker-

-sizjaan baruakan dﬂa}cukaﬁ apabila telah dipenuhi prosedur tertentu, antara
'g-;;.-f-lam persetuiuan: iertuhs dari pemberi kerja:: ‘Sebaliknya dalam konteks

topik, dapat pula terjadi; perubahan datang dariSWASTA - dan untuk

. itu persetujuan PERTAMI\!A mesti ada. Secara prosedural diperlukan

(3):

-adanya komunikasi yang r:
'meng admm;stramkan permtah perintah perubahan kerja sebagaimana
©HIMestinya; dan vang;: pentmg perlunya aparat:bagian hukum dari kedua
‘pihak intnk: memonitor pelaksanaan - kontrak. ‘Kenyataan: ini dapat
:’merupakan masuhan bagl hubungan PERTAMINA cian SW&STA

5 ammanmii aminan {Warmniae&)

sdanlancar; }carena kontraktor kerap tidak: "

Ini adalah klausa standar yang menvatakan tentang kemampuan
finansial, kualitas barang, kemampuan personil, keahlian'serta teknologi

yang dis_edia%:an oleh icontrakto_r, dalam hal ini SWASTA. _

@

insﬂemnitas s o

Sepem haknya dencan jaminan-jaminan, maka kiausa fentang
Indemmzas juga lazim diperjanjikan oleh danintuk perlindungan masing-

“‘masing pihak'dan déngan demikian dapat diterapkan dalam kerjasama
44 iR :_I—}al"ini'dipeﬂukan agarjelas bahwa batas tanggung jawab masing-
** masing'pihak terbatas pada hal-hal yang jelas-jelas merupakan kewajiban-

i sebaga; sub kontrakter

GF

"?aten 'dan- iam~§3m i

nya. Indemnitas yang dibérikan oleh kontraktor ke pihak pemberi kerja
misalnya akan membebaskan pemben kerja atas segala tuntutan kiaim,
gugatan, dan hal-hal sematam ini‘yang d1samparkan ‘oleh ;:nhak ketiga
ke pemberi kerja akibat kesalahan atau Lelalaaan p1hak lam yanﬂ bek;erja

Masalah paten akan ditemui dalam hubungan transaksi besar seperti
proyek pemurnian dan pengolahan minyak ini SWASTA diminta untuk

. menjamm bahwa segala peralatan yang dlpergunakan dalam proyek atau-
 pun barang barang vang disediakannya_tidak terlibar atau berkaitan
. __;dengan peianggaran terhadap sesuam hak paten ciesam ‘merk dagang,

atau hak-hak lain yang dlhndungz Dencan begn;u kiranya sesuatu per-

‘alatan atau barang berhubungan dencan hak hak intelektual tersebut

maka swasta harus memberikan kepada pe“ﬂberx kerja yakn; PERTA-.
MINA izin atau lisensi pEnggunaan hak hak tersebut sehingga pumben

Hukum dan Pembangunan .
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. : __ mdmg”) den’ fmal maka’.' o
' ~.-;§;-%.ba1k dzpernmbangkan ‘nntik memuai ketentuan ‘bahwa’ para"p hak

melepaskan hak mereka untuk membawakan sengketa yangtimbul dalam
~“hubungan dengan kontrak ke pengadﬂan neger; Pengalaman menunjuk-
" anbahwa walaupun status putusan arbltrase mengﬂcat dan final;: namun

;--s'Pengadﬂan MNegeri: tetap menerima: apabzla ada pengaduanrsalah satu K

3:-'._ _p}hak ‘agar, perkar& ztu cnperlksa_ dj: Pengadiian Negen Dalam PSC,
_isebagal perbandmgan para; _
'Pengadﬂan apabﬂa meialuu arbltrase sengketa tetap ndak terseiesalkan _

pihak. bersed:a membawakan sengketa -

Dar; uraian dan bahasan smgkat dxatas dapat d;perkirakan bahwa

hubungan usaha dalam hal pemurnian dan dan pengolahan minyak dan gas
bumi ini, bagi SWASTA mempakan bisnis" yang merangsang, dan menantang,

Bagi pemerintah bisnis inl diharapakan akan merupakan sarana peningkat-
an kepentingan nasional yang luas. Selanjutnya berkenaan dengan hal-hal yang
ada warna hukumnya dapat das;mpuikan sebagai benkut

(1)

2

3y :
;pokok dalam Keppres 42, negosiasi antara kedua mhak merupagan fase
pendahuluan. yang uiama. Untok. iy masine. masine mihab el dides

EWalaupun vang dxpakaz hukan PSC:'

Ker_;asama 1111 beramak dan kemgman nntuk menerjemahkan mandat

;UL}D kedalam formula yang saling mengmungkan maka PERTAMINA
ffjdatang dengan hak yvang dipegangnya, dan SWAST A diundang dengan
segala keberadaan dan kemampuann

kan tetapl'konsep dasar PSC i

LR

‘mewarnai konirak, vaitu mengundang p;hak lainuntuk bekerja dan men-
dapat kompensasi dari hasi} pekerjaannya sendm dan akh;rnya PERu
TAMINA mendapat manfaat. Model kontrak baru dip
menampung prinsip-prinsip tersebut, yaitu Bangun {Buﬂ'
.i(()nerate), dan Ahhkan (Tra.nsfer‘a walaupun prakiek BOT audah dikenal

eras:kan

’berpedoman” pada pr11ns;p~pnnszp dan ketentu eientuan
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-kali bukan saja-pengetahuan ieknis, tetapi juga bagaimana mengejawan-
tahkan segi-segl teknis itu ke dalam klausa-klausa kontrak.

{4) Pengaturan perpajakan perlu dikembangkan, sechingga dengan tidak
- amenyimpang dari peraturas perundang-undangan perpajakan, insentif
ciapat cizbeukan —--sepern halnya pada pengaturan Bea Masuk.

(5) Da[am hubungan usaha i hukum jaminan vang:berkaitan dengan titel
~atas propertx bakal menonjol mlsa.lnya dalam hal d1perlui<aanya pmjaman
e bank e B o .

(6) Tahap pengai;han kﬂang ke PERTAMiNA atau tahap keuga memer%
kan pf:rhauan atas:tiga hal : 5

(a) Nﬂai teknis Iqlang, T
{by Milai ekonomis kilang vang antara }am dapat dipenigaruhi-oleh ada
- tidaknya sangkutan agunan kredit atas kilang dan disarankan agar

S PERTAMINA mensyaratkan bebasnya kxlang dan sesuatu agunan
cdan LAY

(c:) Nilai yuridis kllang diperlukan pemenksaan yurldis (legal audit) dan
indemnitas bahwa SWASTA tidak terlibat sesuatu perkara’ yang’
menyebabkan kemungkinan disita atau akan disitanya kilang.

YA 2 s LT

"ANDA MEMBUTUHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN?

Undang-undang :
Peraturan Pemerzintah
Sekvetariat MNegara/Menteri-Menteri Negara
‘Lembega-lembaga Tinggt Negara )
- Departemen -
-, Lembaga-lembaga ron depariemen
" Daerahdaerah _

HUBUNGILAH PUSAT DOKUMENTASI HUKUM
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